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[-l Pembetulan Ke [-l Pembaialan

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A,1 NPWP :

A.2 NIP/ NRP :

A.3 NAMA :

A.4 PANGKAT/ :

GOL

369670930433000
1 99305142025052002

STIINTA MELINDA

ll/c / Penoatur

A.5 NAMA JABATAN

4.6 JENIS KELAMIN

A.7

A,B

NIK

STATUS/JUMLAH

lTrno l

: PelaEsena
: f] LAK| - LAKI n PEREMPUAN

: .321525549593Q002
TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN JUMLAH (Rp)

KODE OBJEK PnJAK: f] 21-100-0r f] zr-roo-oz

PENGHASILAN BRUTO
1 GAJI POKOK I PENSIUN 13.92'1.040
) TUNJANGAN ISTRI 1.392.184

3. TUNJANGAN ANAK 556.836

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 0

5. TUNJANGAN STRUKTURAL i FUNGSIONAL 0

6. TUNJANGAN BERAS 2.027.760

7. TUNJANGAN LAIN-LAIN 1.260.350

8. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJi 19.577 .244

9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 1 S.D.8 ) 38.735.334

PENGURANG
'10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 1.936_766

11 IURAN PENSIUN ATAU |URAN THT

ZAKATISUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA 0
a1 JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D,12) 2.690.589

PENGHITI'NGAN PPh PASAL 21

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO ( 9 - 13 ) 36.044.745

5. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK 0

6. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN) 36.044.745

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 54.000.00c

8. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNi DISETAH UNKAN ( 1 O- 1 7} 0

19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 0

20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONC MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG
MEMBAYAR GAJI POKOK

0

21 . PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DTPOTONG MASA PAJAK SEBELUI\,INYA ATAU DITANGGUNG
PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEIVBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK

0

2a PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DTKREDTTKAN PADA SpT TAHUNAN (1 s-20-21 ) 0

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR 0

23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG 0

23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERTNTAH {DTp) 0

24. PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/ LEBIH BAYAR MASA PAJAKTERAKHIR 0

24a. PPh PASAL2l DTPOTONG 0

24b. PPh PASAL 21 DIIANOGUNG PEMERTNTAH (DTp) 0

c.PEGAWA| TERSEBUT c.01n DIPTNDAHKAN c.ozI PTNDAHAN c.03n BARU c.04f] pENStuN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP lnstansi Pemerintah

D.2 Nama lnstansi Pemerintah

D.3 lO Sub Unit Organisasi

D.4 Tanggal

D,5 NAIIIAPENANDATANGAN

D.6 Pernyataan Wajib Pajak

00014896501 7000

451 005

l 3-TT dF]-I,n*fTT-{T1-{1rwr

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti PemotonEan Pajak lelah saya isi dengan benar dan ielah saya tandatangani secara
elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga
trdak drperlukan landa lanaan basah
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